
 

 
 

  

 
 

 

 

KEPUTUSAN 

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR : 175 / 065 / 2025 

 

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

 

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN SEMARANG 

 

 

Menimbang   :    a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu 

membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Semarang; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Semarang tentang Pembentukan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; 

   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1652); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

 

 

 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

SEKRETARIAT DPRD 
Jalan  Diponegoro 203, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50512 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 

   6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82)  

   7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 33). 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157), 

  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan 

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692),  

  10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2020 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2020 Nomor 41), 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan   :    

KESATU  : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang. 

KEDUA  : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: 

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan 

penyebarluasan produk hukum. 

b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi; dan 

c. penerbitan Produk Hukum Daerah. 



 

 
 

  

 
 

 

KETIGA  : Pendanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang. 

KEEMPAT  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

      Ditetapkan di  : Ungaran  

      Pada Tanggal : 14 Januari 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    

 

 

 

 

Sekretaris DPRD 

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: 

 

Dr. PARTONO, S.H., M.M. 

NIP.  196602221992031007 
 

 


